
































tidak mungkin lari. Mafia tanah itu hit 
and run sedangkan kami tidak 
mungkin menghilang. Kami tidak 
perlu ramai-ramai, kalau ada masalah 
tempuh saja jalur hukum. Kami 
sangat hati-hati jika menyangkut 
masalah hukum. Kami tidak bisa 
main-main dengan hukum. 

Pengembang 
beda dengan mafia. 

jarl properti pengembang papan 
atas. ltu saja. Kita tidak bisa ke 
mana-mana. Kalau kita banyakjuga 
yang tidak jadi (lahan yang tidak 
jadi dibeli, red) karena tidak sesuai 
dengan hukum. Kalau mafia itu ya 

tembak lari atau Ada informasi yang kami dapat­
kan, bahwa ada warga yang be­
lum dibayar? 

hit and run. '' 
Bisa Anda jelaskan lagi maksud 
kami tidak perlu ramai-ramai, ka­
lau ada masalah tempuh saja jalur 
hukum? 

Yang pertama begini, kami tidak ingin persoalan 
ini terlalu dibesar-besarkan ramai-ramai, begitu loh. 
Kai au ada masalah hukum, tempuh saja jalur hukum. 
Apalagi kalau sampai di media, versinya bisa macam­
macam. Jadi ramai-ramai yang dimaksud bukan ber­
arti banyak ya. 

Yang kedua, kita jaga betul posisi sebagai 
pengembang, jangan dikategorikan sebagai mafia 
atau lain sebagainya. Karena ada pemberitaan 
seperti itu. Ada kesan begitu. Kita kan tidak bisa ke 
mana-mana apalagi pengembang sebesar kita ini 
kan pasti akan kitajaga betul apabila kita salah dalam 
hal penguasaan lahan dan pembelian lahan. ltu kan 
masih dalam satu tahap. 

Tahap berikutnya, kita harus minta izin kepada 
pemerintah seperti minta izin mendirikan bangunan 
(1MB). Kita kan tidak bohongi pemerintah. Yang 
ketiga, kita kan menjual kepada masyarakat. Jadi 
seperti itulah pengembang, berbuat salah di depan, 
urutannya panjang ke belakang. Kita menghindari 
jangan sampai melanggar hukum. 

Kami mendengar pernyataan Anda bahwa ASG 
tidak mungkin kami mafia tanah karena ASG pe­
ngembang papan atas yang tidak mungkin lari 
dari kenyataan. Apa maksudnya? 

Kita kan harus menguasai atau membeli tan ah itu 
harus benar secara hukum. Yang kedua, waktu 
mengurus perijinan, kita urus izin kepada peme­
rintah untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, kita 
menjual. Coba Anda bayangkan, kalau ketiga hal ini 
salah di depan, kesalahannya bukan satu kali tetapi 
tiga kali. 

Pengembang beda dengan mafia. Kalau mafia itu 
ya tembak lari atau hit and run. Apalagi kita sebagai 
pengembang papan atas. Kan bisa dihitung dengan 

Silahkan saja. ltu mungkin tidak 
dengan kami. Mungkin dengan 

yang di bawah. Bisa saja dia mengaku-ngaku, yang 
orang kita lah atau bagian dari kita lah. Kalau dari 
kami, bila sudah clear, pasti kami bayar. 

Cari contoh gampang saja, ada orang yang kenal 
sama Anda. Yang ngaku-ngaku kenal Anda juga kan 
banyak. ltu hal biasa untuk melindungi dirinya. ltu 
yang sering dipersepsikan ke arah itu dan itu terlalu 
beresiko, kami punya ribuan hektarkantidakmungkin 
karena satu atau dua hektar mengalahkan kepen­
tingan ribuan hektar itu. 

Ada hal yang kami tangkap waktu kita bicara tadi, 
kami sangat hati-hati dengan hukum dan tidak 
main-main dengan hukum. Apa maksudnya? 

lya karena kalau kami salah di depan kan jadi tiga 
kali salahnya, kami salah di depan, salah di peme­
rintah dan salah menjual kepada masyarakat. 

Kami ulangi lagi, jadi tidak mungkin ASG mafia 
tanah karna ASG merupakan pengembang papan 
atas? 

lya kami tidak bisa lari kemana-mana, tetap di 
tempat. 

Bagaimana dengan kondisi ketika ASG membeli 
dari pihak lain bukan langsung dari warga sebagai 
pemilik? 

Bisa saja sepanjang clear secara hukum, diharapkan 
juga Anda (Majalah KEADILAN) dan teman-teman 
melihat kami secara objektif. Dan bisa dianalogikan apa­
bila kita beli mobil satu bisa kita beli dari perorangan 
dan bila bell 1 O mobil bisa kita beli dari Agen. 

Tapi ASG sendiri tidak membentuk agen untuk 
membeli tanah darl warga? 

Tidak, kita tidak begitu. 
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asus dugaan penyerobotan lahan seluas 
8,7 hektar di Pantai lndah Kapuk (PIK) 2 
sungguh tragis. Awalnya pemilik sah 
lahan tersebut pernah ditawarkan uang 
yang sangat rendah sebagai pembelian 

lahan tersebut. Karena pemilik menolak, lalu dilaporkan 
ke Polda Metro Jaya. Seperti apa perjalanan kasus ter­
sebut, apa saja bentuk intimidasi yang dialami Sumita 
Chandra dan ahli warisnya Charlie Chandra, berikut 
wawancara KEADILAN dengan Fajar Gora, kuasa hukum 
pemilik tanah tersebut Senin, 26 Februari 2024. Seleng­
kapnya: 

Bagaimana kronologisnya sehingga pemilik sah SHM 
No. 5/0esa Lemo, Sumita Chandra dan ahli warisnya 
dilaporkan pidana oleh PT Mandiri Bangu,n Makmur 
(MBM)? 

Dari pengakuan mendiang Sumita Chandra melalui 
video semasa hid up, termasuk dari foto copy surat peng­
aduan yang diajukannya kepada Presiden RI, Joko 
Widodo pada tahun 2015 lalu, Sumita sempat didatangi 
pihak yang mengaku pengembang PIK 2. Mereka ingin 
membeli dan mengajukan penawaran Rp3,5 miliar untuk 
lahan seluas 87 .100 meter persegi tersebut. Na mun 
penawaran itu ditolak Sumita Chandra pada saat ltu. 

Aki bat penolakan tersebut, Sumlta Chandra dan kelu­
arga dikirimkan pesan melalui berbagai plhak. Inti pesan 
tersebut menyatakan bahwa lahan tersebut bermasalah. 
Bahkan diantara pesan tersebut menyampalkan makna 
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bahwa Sumita Chandra bisa dipidana. 
Berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap tanah tersebut sah milik 
Sumita Chandra. Begitu pula dengan SHM No. 5/Desa 
Lerno sejak tahun 1988 sampai dengan tanggal 3 Maret 
2023 masih tercatat atas nama Sumita Chandra dan tidak 
ada putusan pengadilan yang membatalkan kepemi­
likan tersebut. 

lni bukan kami yang menyatakan. Tetapi putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap. Yaitu putusan 
Banding No.726/Pdt/1998/PT.Bdg, putusan Kasasi 
No.3306 K/Pdt/2000 dan putusan Peninjauan Kembali 
(PK) No.250 PK/Pdt/2004. 

Namun, tak lama setelah penolakan, pada tanggal 19 
Juni 2014, Sofyan Anwar melaporkan Sumita Chandra ke 
Polda Metro Jaya. Sofyan Anwar adalah anakThe Pit Nio. 
Sumita Chandra lalu dijadikan tersangka. Setelah itu 
lahan miliknya dikuasai total PT MBM yang mengaku 
mendapat kuasa dari ahli waris The Pit Nio. Kami tahu, 
karena di atas tanah tersebut berdiri plang "sold" yang 
artinya terjual. 

Karena tekanan pemldanaan itu membuat Sumita 
Chandra sakit. Lelaki berusia 76 tahun itu kemudian 
dibawa keluarganya berobat ke Australia. Pada tahun 
2016, Sumita Chandra meninggal dunia di Australia. 
Polda Metro Jaya kemudian menghentikan perkara 
laporan Sofyan Anwar tersebut. Penetapan tersangka 
terhadap mendiang Sumita Chandra itu sebenarnya 
sangat aneh. 



Di mana letak keanehannya? 
Sumita Chandra dilaporkan kasus pemalsuan cap 

jempolThe Pit Niodalam Akte No. 18yang dibuatdihadapan 
Notaris Sitti Marjami Soepangat., SH pada tanggal 3 Juni 
1982. lsi Akte No. 18 tersebut adalah pemberian kuasa darl 
Chairil Widjaya dan The Pit Nio kepada Sumita Chandra 
untuk melakukan balik nama SHM No.5/Desa Lerno. 

Sumita Chandra membeli lahan seluas 87.100 meter 
persegi dengan SHM No.5/Desa Lerno dari Chalril Widjaya. 
SHM No5/Desa Lerno tersebut awalnya dijadikan jaminan 
utang oleh Chairil Widjaya kepada Sumita Chandra. Untuk 
memperkuatjaminan utang terse but, dibuat lah Akte No.17 
dan 18. Akte No.17 isinya memberikan kuasa kepada Sumita 
Chandra untuk mengurus dan menjual tanah seluas 87.100 
meter persegi dengan SHM No.5/Desa Lerno. 

Adanya nama The Pit Nio dalarn Akta No.17 dan Akta 
No.18, karena pada tahun 1982 SHM No.5/Desa Lerno rnasih 
tercatat atas nama The Pit Nio. Chairil Widjaya rnernbeli 
lahan SHM No.5/Desa Lemotersebutdari Paul Chandra. Paul 
Candra mewarisi lahan tersebut dari ayahnya Tuan Kasir. 
Paul Chandra lalu memecah lahan rnilik ayahnya menjadi 
empat bidang tanah dengan rnenggunakan narna kelu­
arga. Salah satunya SHM No.5/Desa Lerno rnenggunakan 
nama The Pit Nioyang merupakanadikipartiri Paul Chandra. 

Chairil Widjaya bersedia membeli SHM No.5/Desa Lerno 
yang saat itu masih tercatat atas narna The Pit Nio dari Paul 
Candra karena pemilik tanah sebenarnya adalah Paul 
Chandra. Nama The Pit Nio hanya dipinjarn saja. 

PT MBM selalu berdalih dalam proses penjualan tanah 
tersebut tidak sah karena ada cap jempol palsu. Bagai­
mana Anda menjelaskannya? 

Memang ada masalah cap jernpolThe Pit Nio dalarn pen­
jualan SHM No.5/Desa Lerno kepada Chairil Widjaya oleh 
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Paul Candra. Paul sendiri dihukurn 6 bulan berdasarkan 
Putusan Pengadilan NegeriTangerang No.596/PID/S/1993/ 
PN/TNG. Putusan pidana inl kernudian digunakan Ny. Vera 
Junlarti Hidayat yang mengaku rnendapat hibah dari The 
Pit N io u ntu k mengg ugat keabsa ha n AJBThe Pit N io dengan 
Chalril Wldjaya dan AJB Chairil Widjaya dengan Sumita 
Chandra. 

Narnun di Tingkat Banding gugatan Ny. Vera ini ditolak 
dan kini berkekuatan hukurn tetap. Pengadilan Tinggi Ban­
dung dalam pertirnbangannya berpendapat Putusan Peng­
adilan NegeriTangerangNo.596/PID/S/1993/PN/TNG harus 
dikesarnpingkan karena melalui Akte No.17 dan Akte No. 
18The Pit Nio mengetahui dan menyetujui balik nama SHM 
No. 5/Desa Lerno bekas milikThe Pit Nio dari ChairilWidjaya 
kepada Sumita Chandra dengan AJB 38. Pengadilan juga 
rnenyatakan AJB antara The Pit Nio dengan Chairil Widjaya 
serta AJB antara Chairil Widjaya dengan Sumita Chandra 
sah dan rnengikat. 

Kernbali ke pemidanaan Sumita Chandra, penyidik saat 
itu hanya mernbandingkan cap jempol The Pit Nio dalam 
akte dengan cap jempol The Pit Nio pada KTP yang sudah 
rusak. Sebab, The Pit Nio sendiri sudah wafat sekitar tahun 
2006 atau sekitar sembilan tahun sebelurn Sumita Chandra 
dipidanakan. Lalu, siapa yang bisa menjamin cap jempol 
yang ada di KTP asli cap jempol The Pit Nio sehingga sah 
sebagai pernbanding. 

Ada atau tidaknya Akte No.18 tak ada kaitannya lagi 
dengan proses balik nama SHM No.5/Desa Lerno ketika 
lahan tersebut akhirnya dijual Chairil Widjaya kepada 
Surnita Chandra melalui AJB No.38/SNIII/Teluk Naga/1988 
tanggal 9 Februari 1988. Pasalnya, pada tahun1986, Chairil 
Widjaya ternyata sudah melakukan balik nama SHM No.5/ 
Desa Lerno tersebut atas nama dirinya. Tanpa adanya Akte 
No.17 dan Akte No.18 pun, AJB antara Chairil Widjaya 

A Kavling-kavling yang menjadi bagian tanah SHM No.5/Lemo yang telah dijual pihak Pengemba~~~--- __ __ ___ ____________________________ __ _____________ ____ ..... 
------------------- ---- ------------------------------------ -------------------------------------------
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dengan Sumita Chandra saja sudah cukup karena SHM 
No.5/Desa Lerno sudah tercatat atas nama Chairil Widjaya. 

Anehnya, klien kamijuga mengalami hal serupa seperti 
bapaknya. Charlie Chandra pernah sekali dihubungi agar 
melepaskan tanah tersebut kepada pengembang PIK 2 
yakni tahun 2021. Pengembang PIK menyatakan mau 
membeli lahan tanah seluas 87.100 meter persegi tersebut. 

Menurut Anda, apa arti tawaran-tawaran dari PT MBM 
tersebut? 

lni artinya mereka mengakui bahwa Sumita Chandra 
serta ahli warisnya adalah pemilik tanah tersebut. Karena 
tidakada kesepakatan harga, akhirnya Charlie Chandra dila­
porkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan. 

Pihak PT MBM justru tetap menuding Sumita Chandra 
dan ahli warisnya, Charlie Chandra sebagai mafia tanah. 
Apa tanggapan Anda? 

Tidak benar tuduhan bahwa Sumita Chandra/Charlie 
Chandra mafia tanah. Siapa yang sebenarnya telah 
merampas atau mencaplok tanah seluas 87.100 meter per­
segi tersebut? lnilah mafia tanah yang sesungguhnya. Dan 
dalam proses negosiasi itu karena Charlie Chandra menolak 
harga yang ditawarkan, pada tahun 2021 Charlie Chandra 
akhirnya dilaporkan pidana. 

Selain masalah cap jempol, salah satu alasan PT MBM 
menguasai dan menjual lahan tersebut karena sudah 
mendapat izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Tang- z 

:s 
erang. Padahal, lahan tersebut masih sah atas nama ~ 

Sumita Chandra. Apa komentar Anda? a 
5 

Alasan PT MBM atau PT ASG memiliki IPL yang dijadikan ~ 
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dasar seolah-olah merasa sebagai pemilik, itu tidak benar. 
IPL itu bukan surat tanda bukti hak kepemilikan lahan, itu 
hanya izin penggunaan lahan. Bahkan Hak Pengelolaan 
Lahan {HPL) pun, itu bukan tanda bukti hak. 

Di Republik Indonesia, sampai detik ini yang menjadi 
bukti hak adalah sertifikat kepemilikan hak atas tanah. 
Bahkan, sepatutnya di dalam IPL disebutkan kalau ada hak 
atas orang lain harus diselesaikan. Di selesaikan di sini dalam 
arti perdata. Bukan selesaikan dalam arti intelijen, tapi sele­
saikan dengan pemilik hak dengan cara bayar kah, ganti 
rugi kah. Dan itu disesuaikan dengan standar hak kepemi­
likan tadi, apakah girik, apakah sertifikat. Nah, kalau serti-

I 

,. 
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krimum tanggal 28 April 2023 dengan alasan tidak cukup 
bukti. Adanya penghentian penyidikan ini terungkap 
melalui surat yang diklrim Polda Metro Jaya kepada Charlie 
Chandra/Fajar Gora No.B/11761 N /RES.1.9/2023/Ditres­
krimum tanggal 23 Mei 2023. 

Selaln itu, dalam SP3 itu juga disebutkan bahwa SHM 
No.5/Desa Lerno atas nama Sumita Chandra yang dilakukan 
penyitaan sebagai barang bukti sesuai surat penyitaan No 
SP Sita/134/11/2023/Direskrimum tanggal 28 Februari 2023 
dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2023, maka 
penyitaan yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi. Dan 
selanjutnya barang bukti yang dimaksud akan dikemba­
likan kepada Kantor Pertanahan Ka bu paten Tangerang dari 
mana barang tersebut disita. 

Kami mengapresiasi SP3 yang dikeluarkan Ditkrimum 
- .....:=--.::.....:...--====-== =~ ~ Polda MetroJaya atas nama Kasubdit Harda selaku penyidik. 

~ Sikap ini menunjukkan profesional Polda Metro Jaya di 

fikat itu tentu lebih mahal. Karena sertifikat itu tanda bukti 
hak. 

Tidak mungkin IPL lebih tinggi statusnya dari pada SHM. 
IPL itu diterbitkan bupati, sedangkan SHM diterbitkan BPN 
atas nama negara. Logikanya, masak negara kalah sama 
bupati. 

Polda Metro Jaya sudah menghentikan proses hukum 
terhadap Charlie Chandra. Atas dasar apa kasus terse­
but dihentikan? 

Penghentian itu dilakukan dengan Surat Ketetapan 
Penghentian Penyidikan No.S.Tap/87 /IV /2023/Ditres-

:1::~: - ..... .. ~ -
- =ii "--

... 
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~ bawah kepemimpinan lrjen Pol Karyoto, yang berlatar bela­
kang Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

Kami berterima kasih kepada Kapolda Metro lrjen Kar­
yoto, cq Dirkrimum Kombes Pol Hengki Haryadi yang berani 
menegakkan kebenaran. lni sejalan dengan janji Kapolda 
yang ingin memberikan kepastian hukum kepada masya­
rakat. 

Pak Kapolda Metro Jaya dengan tegas mengatakan 
memberikan ruang kepada masyarakatyang sedang meng­
hadapi perkara dan ingin menyampaikan keluhan serta 
meminta bantuan hukum. 

Bahkan, lrjen Karyoto mengaku kasihan kepada masya­
rakat yang merasa terganggu dengan penanganan perkara 

..,. --· 
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yang tidak kunjung selesai karena kurang komunikasi, 
sehingga dianggap menyulitkan oleh masyarakat. 

Setelah laporan penggelapan di Polda Metro Jaya di 
SP3, klien Anda justru dijadikan tersangka oleh Polda 
Banten atas dugaan pemalsuan surat. Bagaimana ini 
bisa terjadi? 

Menurut kuasa hukum PT MBM Aulia Fahrni, ini bukan 
dihentikan. Tapi mereka yang cabut laporan. Menu rut saya 
ini statement yang keliru, karena perkaranya saat itu sudah 
penyidikan. Padahal, dugaan penggelapan terhadap klien 
kami dihentikan karena tidak cukup bukti. 

Kemudian, April 2023, klien kami dilaporkan lagi ke 
Polda Metro Jaya. Kalau tadi muaranya penggelapan, ini 
pemalsuan surat. Padahal muaranya sama. Sebenarnya ini 
sangat mengada-ada. Yang dilaporkan itu apa sih? Surat 
mana yang dipalsukan? Padahal peristiwanya sama. 

Nah, ketika pemalsuan yang dilaporkan ke Polda Metro 
Jaya ini tidak jalan, dilimpahkan lah ke Polda Banten. Oleh 
Polda Banten langsung dinaikkan ke penyidikan. Tanggal 
13 November 2023, kami rapat dengar pendapat (RDP) di 
Komisi II DPR-RI. Tiba-tiba 16 November 2023, Charlie dija­
dikan tersangka. 

Pemanggilan Charlie sebagai tersangka kami lihat aneh. 
Dalam surat pemanggilan Charlie, kami tidak melihat ada 
penetapan tersangka di situ. Kami menolak hadir karena 
penetapan tersangkanya tidak jelas. Tentang hal ini kami 
pun telah melayangkan surat keberatan dan protes ke 
Kabareskim Polri. 

Kemudian datang surat panggilan kedua. Panggilan 
kedua ini Polda Banten mau melakukan upaya paksa. 
Penyidik mendatangi rumah Charlie, tapi dilarang oleh sat­
pamnya. Bahkan mereka melakukan penggeledahan 
sebuah rumah. Kami menduga yang digeledah itu bukan 
rumah Charlie, tapi rumah orang lain. Jadi, kami menduga 
penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Banten ini 
ilegal, karena diduga penyidik tidak dilengkapi surat tugas. 
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Ditambah lagi mereka tidak menun­
jukkan surat dari pengadilan, karena 
penggeladahan harus izin pengadilan. 

Terkait pemalsuan surat, kami menilai 
penetapan tersangka pemalsuan surat 
jug a absurd. Bica ra pemalsuan surat sebe­
narnya sederhana, ada dua macam. Per­
tama, membuat surat palsu. Surat yang 
tadinya tidak ada menjadi ada. Kedua, 

z surat yang ada diubah, ditambah, diganti 
::i 
~ yang isinya menjadi lain. Nah, dalam 
§ kasus ini yang dipersangkakan ke klien 
~ kami adalah pemalsuan surat. Penyidik 

menganalogikan begini, Anda menga­
jukan permohonan balik nama. Padahal yang tandatangan 
di situ Sukamto (PPAT), bukan Charlie. Penyidik mestinya 
tidak boleh beranalogi. Dalam hukum pidana dikenal asas 
legalitas. Salah satunya adalah lex stricta, artinya rumusan 
pidana harus dimaknai tegas serta tidak boleh dianalo­
gikan. Kami menjelaskan ke penyidik, dari sekian banyak, 
mana yang kami ubah, ditambah, diganti sehingga isinya 
menjadi lain. 

Kemudian, balik nama ini masih sebatas permohonan. 
Lalu,andaikata pun permohonan perubahan nama ini dika­
bulkan BPN Tangerang berubah ke Charlie Chandra cs, 
pelapor kan tidak dirugikan karena pada saat balik nama 
mereka tidakpunya hakatas tanah ini. Mereka hanya meme­
gang izin lokasi. Pelapor itu tidak punya legal standing. Kami 
membantah semua argumen mereka. 

Bantahan kami begin I, di sini memang ada klausul diku­
asai secara fisik. Pertama, mestinya penguasaan fisik perlu 
untuk pendaftaran sporadis (permohonan pertama). Kalau 
permohonan pertama memang dia wajib menguasai fisik. 
Kedua, sampai dengan 9 Februari 2023, sertifikat No 5 Desa 
Lerno itu masih terdaftar atas nama Sumita Chandra. Lalu, 
dari hasil SKPT 2016 sertifikat No 5 Desa Lerno masih ter­
catat atas nama Sumita Chandra, dan berdasarkan penge­
cekan sertifikat Januarl 2023, itu masih dikatakan tanah 
tidak dalam sengketa, tidak terdapat blokir, tidak terdapat 
sita dan tidak ada konflik dan mas!h tercatat atas nama 
Sumita Chandra. Satu yang paling penting, sampai tahun 
2023 PBB pun masih dibayar Charlie. Artinya, klien kami 
inilah pemilik tanah ini. 

Kabarnya perkara pemalsuan di Polda Banten sudah 
dilakukan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Pol­
ri. Seperti apa hasilnya? 

Begini, setelah perkara pemalsuan ini dilimpahkan Polda 
Banten, kami sudah audiensi dengan Kapolda Banten, lrjen 
Pol Abdul Karim. Beliau menyarankan biarlah Wassidik yang 
gelar terkait kasus ini. Lalu lrjen Pol Abdul Karim menya-



rankan supaya kami menjawab surat panggilan pemerik­
saan Charlie sebagai tersangka, karena waktu ltu Charlie 
sudah tersangka. Saran Pak Karim kami tetap membalas 
surat yang isinya bahwa kasus sedang dimohonkan untuk 
gelar perkara di Wassidik Bareskrim Polri, maka kasus lni 
tidak bisa diapa-apain sampai ada putusan gelar. Gelar per­
kara sudah dilakukan Januari 2024, tapi sampai sekarang 
belum ada hasilnya. 

Anda juga mengajukan gugatan perdata ke di Penga­
dilan Negeri Jakarta Utara. Sia pa yang digugat dan apa 
petitum gugatannya 7 

Yang kami gugat PT. ASG, PT. MBM, dan para ahli waris. 

pQ.ROl'f!WtMElROJAYA 
QiCBCTOAAT Rl:StR:iE l<R!Mltt'IL \M.IM 
Jalr ...... Sw :It«•· 55. JJ:m 12190 

tu• : Bllt:J'};RES.1.t~ 
t011t>n· BIASA 
LM,,pi., : - ,__,... ldll Pettlll : Pemt,altlt<Jln ~ ... pe,.q~ 

Dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang 
dilakukan PT. ASG atau PT. MBM yaitu tanpa hak dan 
melawan hukum menguasai/mengokupasi/mena­
warkan/menjual plhak ke tiga tanah seluas 87.000 meter 
persegi milik Sumita Chandra/ahli waris Sumita Chandra 

Walaupun ada SK Pembatalan namun hak kepemi­
likan/hak keperdataan Sumita Chandra berdasarkan AJB 
38 tidak pernah dibatalkan. Hal ini juga diakui dalam SK 
pembatalan. Proses gugatan perdata masih ta hap mediasi. 

Selain gugatan perdata, Anda juga melayangkan 
gugatan ke PTUN Serang. Kalau di TUN, apa yang 

digugat? 
Di sini yang kita gugat Kanwil BPN Banten ter­

kaitterbitnya SKPembatalanyang kami nilai sudah 
melanggar ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Kami tidak pernah dilibatkan dalam 
proses penerbitan pembatalan ini. Padahal, kami 
adalah orang atau pihak yang paling berkepen­
tingan. Berkepentingan karena sertifikat No 5 
Desa Lerno itu masih tercatat atas nama Sumita 

dlll slilli. Su_......_ .. Nono: ~ --

Ytl. Seit. CHARUE ~ AJAR 
GORA & IWfflfERS 

Chandra. Seharusnya Kanwil BPN Banten tidak 
berpihak, mereka panggil kami untuk memba­
hasnya. lni melanggar asas keberpihakan. 

di 
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A Surat Penghentian Penyidikan SHM No. 5 -Lerno yang dikeluarkan 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 23 Mei 2023 

METROJAYA 

Lalu melanggar asas kepastian hukum. 
Maksud melanggar asas kepastian hukum adalah 
berdasarkan Pasal 64 PP 18 tahun 2021. Yang bisa 
dibatalkan BPN adalah sertipikatyang berumur 5 
tahun. Sementara sertipikat No 5 Desa Lerno 
sudah berumur 35 tahun dari 1988 sampai 2023. 

Satu lagi yang paling fatal, dalam SK pemba­
talan itu mereka mengakui Kementerian ATR/ 
BPN belum sepakat dengan pembatalan. Alas­
annya, ada putusan perdata yang mengatakan 
AJB 202 ( balik nama dari The Piot Nio ke Chairil 
Wijaya) itu sah dan AJB 38 (Chairil Wijaya ke 
Sumita Chandra) sah. Tapi ketika Dirjen Pena-
nganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 
Kementerian ATR/BPN berganti dari Pak Agus 
Widjayanto ke lljas Tedjo Prijono, pembatalan 
langsung disetujui. lni aneh. 

Gugatan TUN sudah diputuskan pada 3 
Januari 2024. Kami menilai pertimbangan putus­

z annya absurd. Di da.lam pertimbangannya 
a mengatakan, karena di dalam itu masih ada dua 
~ putusan yang bertentangan maka, seharusnya 
;c. 

!2 dilakukan Peninjaun Kembali (PK) keclua. Karena 
itu Majelis Pengadilan TUN menganggap bahwa 
ini bukan ranah mereka. Karena pertimbangan 
putusan absurd, maka kami banding ke PTUN 
DKI Jakarta. 



lAPORAN 
~~ UTAMA 

MBM DAN AGUNG SEDAYU 
DIGUGAT DI PN JA RTA UTA 

!Pr MBM dan PT Agung 
Sedayu digugat perbuatan 
melawan hukum karena 
menguasai dan menjual 
lahan milik ahli waris 
Sumita Chandra. 

hli waris Sun1ita 
Chandra, Charlie 
Chandra pemilik ta­
nah seluas 87 .100 me­
ter persegi di Desa 

Lerno, Kecamatan Teluknaga, Kabupa­
ten Tangerang, menggugat PT. Mandiri 
Bangun Makmur (MBM) sebagai Ter­
gugat I dan PT. Agung Sedayu sebagai 
Tergugat 11 di Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Utara. 

Gugatan perbuatan melawan hukum 
tersebut didaftarkan pada 11 Agustus 
2023 dengan register perkara Nomor 
553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. 

Dalam su.rat gugatan yang didapat 
KEADILAN, objek gugatan adalah tin­
dakan PT. MBM dan PT.Agung Sedayu, 
dimana sejak tahun 1988 sampai tahun 
2.023 bahwa tanah yang masih tercatat 
atas nama Sumi ta Chandra di dalam ser­
tifikat hak milik (SHM) No. 5/Lemo te­
lah diduduki dan dijual kepada pihak ke­
tiga. 

"Tindakan Tergugat I dan Tergugat 
II itu nyata-nyata telah melanggar hak 
kepemilikan ahli waris Sumita Chandra 
atas tanah tersebut," ucap Fajar Gora, 
kuasa hukum Penggugat, Charlie Chan­
dra. 

agar lidak 1nenguasai/ menduduki/ me­
ngokupansi/ n1engelola/ 1nen1asarkan 
alau n1enjual tanah seluas 87.100 meter 
persegi yang saat ini terletak di Jalan 
Jendral Sudirman, Pantai lndah Kapuk 
11, Kabupaten Tangerang milik Penggu­
gat. 

Ketiga, tnenghukum Tergugat I, Ter­
gugat JI dan pihak ketiga yang membeli 
dari tergugat II agar mengosongkan ta­
nah dan menyerahkan secara fis ik tanab 
seluas 87.100 meter persegi itu kepada 
Penggugat. 

Keempat, menghukum Tergugat I 
dan Tergugat secara tanggung renteng 
membayar uang paksa (dwa11gsom) se­
besar Rp.100.000.000,- setiap hari ke­
terla1nbatan apabila Tergugat I dan Ter­
gugat II tidak melaksanakan putusan ini, 

terhitung sejak putusan provisi ini diba­
cakan sampai dengan Tergugat I dan ter­
gugat If melaksanakan putusan provisi. 

Dalam pokok perkara, Penggugat 
meminta majelis hakim supaya menga­
bulkan gugatan Penggugat untuk selu­
ruhnya; Menyatakan Tergugat I telah 
melakukan perbuatan melawan hukum; 
Menyatakan Tergugat II telah melaku­
kan perbuatan melawan hukum; Me­
nyatakan demi hukum bahwa Sumita 
Chandra dan/atau Ahli Waris dari Al­
marhum Sumita Chandra yaitu: LayTjin 
Ngo; Sunny Candra; Heinrich Chandra; 
dan Charlie Chandra adalah satu-satu­
nya pe1nilik dan/atau satu-satunya pihak 
yang berhak atas tanah seluas 87.100 
n1eter persegi berdasarkan Akte Jual 
Beli (AJB) No. 38/5NIIIffELUK-

Adapu.n petitum gugatan adalah: ~ 

Pertama, Penggugat meminta majelis ~ 

hakim mengabulkan gugatan provisi ~ 
u. '------------~--------~-------

Penggugat untuk seluruhnya. Kedua, 
menghu.kum Tergugat I dan Tergugat II .A Lokasi tanah SHM No.5/Lemo a.n. Sumita Chandra di sisi Barat yang sudah dijual Pengembang PIK 2. 

----------··---··------------------- ----------- ----- ---------------------- --------- ---- ----- --------- ---------- -- ---------~-
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NAGA/1988 Ta11ggal 9 Februari 1988 
yang dibuat dil1adapan PPAT Un1i Su­
ksandi Sutan1to, S.H., M.Kt,.; Menghu­
kum Tergt1gat I, Tergugat ll, atau siapa 
saja yang telal1/aka11 1nendapat l1al< da­
ripada11ya u11tuk n1e11goso11gkan dan 
n1enyeral1kan tenal1seluas87. I 00 meter 
persegi tersebut kepada Penggugat. 

Selain itu, Penggugatjuga 1nemohon 
kepada 111ajelis supaya 111enghukum Ter­
gugat I dan Tergugat 11 tanggung renteng 
membayar ganti kerugian kepada Peng­
gugat dengan perincian sebagai berikut: 
a. Kerugian materiil dengan ju1nlah se­
besar Rp. 31.565.000.000,-. Kerugian 
n,ateriil ini akan terus bertambah sebe­
sar Rp. 120.000.000,- per tal1un, dan 
akan terus bertarnbah sejak putt1san per­
kara ini dibacakan oleh majelis hakim 
yang memeriksa dan memutuskan per­
kara a quo sampai dengan dibayar lunas, 
tunai, seketika, dan sekaligus oleh Ter­
gugat I dan Tergugat II; b. Kerugian im­
materiil dengan jumlah sebesar Rp. 
100.000.000.000,. 

-: 1 ncr• - .. 

II 
II 

" " II 
II 

l 

Latu, 111engl1uku111 Tergugat I clan 
Tergugat I I secara tanggung renteng 
111en1bayar uang paksa (dwangsom) se­
besar Rp. l 00.000.000,- setiap hari ke­
terlan,batan apabila Tergugat I dan Ter­
gugat II lalai atau tidak melaksanakan 
putusan ini, terhitung sejak putusan ini 
berkekuatan l1ukurn tetap (in kracht van 
gewijde); Menyatakan sah dan berharga 
sita jarninan terhadap sebagian saha1n 
Tergugat II yang terdapat pada Tergu­
gat I yaitu sebanyak 25.000 lembar sa­
ham sama dengan nominal Rp. 
25.000.000.000,-. 

Penggugatjuga meminta majelis ha­
kim menyatakan bahwa pt1tusan perkara 
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
1neskipun ada perlawanan (verzet), ban­
ding atau kasasi (uitvoerbaar bij vor­
raad); Menghuk11m para Tergugat untuk 
tunduk mematuhi putusan perkara ini; 
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II 
secara tanggung renteng membayar bi­
aya perkara. 

Diketahui, sidang perkara perbuatan 
n1elawan hukum di PN Jakarta Utara di­
awali tal1ap mediasi. Mediasi sudah ber­
langsung sebanyak enam kali. Mediasi 
keena1n, Senin, 26 Februari 2024,, de­
ngan agenda tanggapa11 usulan proposal 
perdan1aia11 dari pihak Tergugat. 

Namun, pil1ak Penggugat yang di­
wakili kuasa hukumnyaAlfi Rully Ric­
hiyat dari Kantor Hukum Randy Guna­
wan & Patners 1nenolak atas proposal 
perdatnaian tersebut di hadapan n1edia­
tor Janri Onasis Siadari 

SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH 
Pada tanggal 14 Oktober 1969, di 

atas tanah seluas 87 .100 n1eter persegi 
yang terletak di Desa Len10, Kecan,atan 
Teluknaga, Kabupaten Tangerang ter­
bit Sertifikat Hak Milik (SHM) Non1or 
5/Lerno atas nan1a The Pit Nio. 

Kem11dia11, The Pit Nio 111enjt1al ta­
nah tersebut kepada Chairil Wijaya ber­
dasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 
202/12/1/1998 tanggal 12 Maret 1982. 
Sejak saat itu kepemilikan/11ak keperda-

-- .. _ ................ ___ ... _ ............ __ ........... _ .. __ ............... .taru1.atas tanal1 tersebt1l bera I ih dari Tl1e 

Pit Nio kepada Chairil Wijaya. 
Pada 22 November 1986, SHM 

No.5/Lemo yang semula tercatat atas 
nama The Pit Nio dibaliknamakan men­
jadi atas nama Chairil Wijaya, dan nama 
The Pit Nio telah dicoret dari SHM 
No.5/Lemo. 

Oleh karena Chairil Wijaya telah 
rnenjual tersebut kepada Sumita Chan­
dra berdasarkan AJB No. 38/5NIJ1/fe­
luknaga/l 988 Tanggal 9 Februari 1988, 
maka kepemilikan/hak keperdataan atas 
tanah tersebut beral·ih dari Chairil Wi­
jaya kepada Sumita Chandra. 

Lalu, pada 22 Desember 1988, SHM 
No.5/Lemo yang semula tercatat atas 
nama Chairil Wijaya dibaliknarnakan 
menjadi alas nama St1mita Chandra, dan 
nama Chairil Wijaya telah dicoret dari 
SHM No.5/Lemo. 

Diketahui, sejak tahun 1988 setelah 
Sumita Chandra memiliki tanah terse­
but, ia memanfaatkannya sebagai (ah.an 
untuk budidaya tatnbak ikan bandeng. 

Dalam perkembangannya, Penga­
dilan Negeri Tangerang mengeluarkan 
putusan pidana No. 596/PlD/S/ 1993/ 
PN/fNG tanggal 16 Desember 1993. 
Amar putt1sannya menyatakan Paul 
Chandra terbukti bersalah melakukan 
pemalsuan cap jempol The Pit Nio da­
lam AJB No. 202/12/l/ l 998 tanggal 12 
Maret I 982. Na1nur1 dalam putusan pi• 
dana tersebut tidak n1emt1tus batalnya 
AJB No. 202/12/1/1998 tanggal 12 Ma­
ret 1982. 

"Artinya, AJB No. 202/ 12/VI 998 
tanggal l 2 Maret l 982 tersebut tetap sah 
da11111engikat," tegas Fajar Gora. 

Setelah itt1, ungkap Gora, tiba-tiba 
Vera Juniarti Hidayat, saudara perem­
pua11 Paul Chandra yang mendapat hi­
bah tanah seluas 87.100 111eter persegi 
dari The Pit Nio, 111cngajukan gugatan 
kepe111ilikan terhadap Paul Ct1ai1dra, 
Chairil Wijaya, dan Sun1ita Chandra. 

Di dala1n gugatannya, Vera Junia.rti 
n1elan1pirkan putusan pidana No. 596/ 
Pl D/S/ 1993/PN/fNG tanggal 16 De­
se111ber 1993 di PN Tangerang. Atas Glt­
gatan tersebut, keluarlah putt1san PN 
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---111,aft& l@@®rj nguatkan putusan PT tersebut. 
F~Gora & P artnrn 
All.inqllluw~~---------------

Nomor : 1532/FGP/Vlll/2023 
Tangoal : 11 Agustus 2023 

Kepedavth, 
Ketul Pengadllan Negeri Jakarta Utara 
JI. Laksamana R.E, Martadlnata No.4 

Se iring waktu, Sum it.a Chandra me­
ninggal duniadi Sydney;Australia pada 
20 Oktober 201 5. Setelah ayahnya me­
ninggal, Heinrich Chandra selaku ahli 
waris memeriksa kepemilikan t.anah 

Sunter ~ung, Tanjung Pliok, Jakarta Utara 

Perfhal: ,::S Ir-A..,..• • • - -

' J IP ...... 1111 ...... , ..... n Pantal Jndah Kapuk II, Kabupaten 
Dengan hormat, 

• 

tL,(lelSt: cl I n """"' ;,vu,,,, ' 

5) .. • - t TERGUGAT J, TERGUGAT 11, atau slapa saja yang telah/akan 
, V 111k dar\padanya UNl\JK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN 

• r 87 .1oom2 (Delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegl) 
.-az llall!tak di Jalan Jendral Sudlrman, Pantai Indah Kapuk 11, 
I 

'. C D g 1tYl Tangeran kepada PENGGUGAT; 

Pericenanka 
S.H., U.M.; JAYI 
A.W., S.H.; ALDC 
OCTO TIMO'THYU 
Pengacara / Peng 
befi<antor di Jalan 
Barat - 11550 
Berdasar1<an Sura 
2023 (T~ampir) 

' . .... ..: 

, • It At 71Ukum TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 tanggung renteng menbayar 

Nama 
Alamat 

Untuk selanjutnya di: 

Dengan Inf mengajl 
Jakarta Utara temada 

1. Nama 
Alamat 

Untllk selanjutnya dlsel 

• 

~u../No. , 
II', I : tfl-11) 13. 

A Dokumen gugatan ....................................... 

ptlf keruglan kepada PENGGUGAT dengan perindan sebagal berlkut: 

a. Keruglan matertil dengan jumlah sebesar Rp. 31.565.000.000,- (tlga 
puluh satu mlllar llma ratus enam puluh llma juta Rupiah). Keruglan 
materiil lnl akan terus bertambah sebesar Rp. 120,000.000,­
(seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan akan terus 
be, tambah sejak putusan per1(ara Int dlbacakan oleh Majelts Hakim 
yang memeriksa den memutuskan per1<ara a quo sampal dengan 
dlbayar lunas, tuna!, seketlka, dan sekallgus oleh TERGUGAT I dan 
TERGUGAT 11 ; 

b. Keruglan Immaterial dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,­
(Seratus mlllar Rupiah), 

7) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng 
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus 
juta Rupiah) settap hart ket.er1ambatan apablla TERGUGAT t dan TERGUGAT 
11 lalal atau tkSak melaksanakan putusan Int, tert,ttung sejak putusan Int 
berkekuatan hukum tetap (In /r.,adlt van gewfjde); 

8) Menyatakan sah dan berharga slta jamlnan terhadap: 
• - Sebaglan saham TERGUGAT ll/PT Agung Sedayu yang terdapat 

pada TERGUGAT 1/f'T Mandiri Bangun Makmur, yattu sebanyak 
25.000 (Dua puluh nma rlbu) lembar saham sama dengan nominal 
Rp. 2s.ooo.ooo.ooo,- (Dua puluh llma mlllar Rupiah). 

- Sebldang tanah seluas 87.100m1 (delapan putuh tuJuh rtbu meter 
persegl) dahulu berada di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, 
Kabupaten Tangerang, sekarang berada di lalan lendral Sudlrman, 

Pantal Indah Kapuk 11, Kabupaten Tangerang. 

roU--- ----- - - -­
--- ----

22 

tersebut ke Kantor Perta­
nahan Kabupaten Tange­
rang. Kemudian, Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Tangerang menerbitkan Su­
rat Keterangan Pendaftaran 
Tanah No. 284/SKPT/ 
KABNV2016 tanggal 15 
Juni 2016 yang pada po­
koknya menyatakan tanah 
seluas 87.100 meter per­
segi dengan SHM No.5/ 
Lerno masih tercatat at.as 
nama Sumit.a Chandra. 

Pasca terbitnya surat 
pendaftaran tanah itu, 
ahli waris Sumit.a Chan­
dra membuatAkta Kete­
rangan Hak Waris No.17 
t.anggal 17 Mei 2022 di­
hadapan Notaris Mic­
hael., SH., ST., M.Kn, 
yang pada pokoknya 
menyatakan ahli waris 
Sumit.a Chandra ter­
diri dari: Ny. Lay Tjin 
Ngo (lstri dari Sumit.a 
Chandra); Ny. Sunny 
Chandra (Anak per­
t.ama dari Sumit.a 
Chandra); Tn. Hein­
rich Chandra (Anak 
kedua dari Sumit.a 
Chandra); dan Tn. 
Charlie Chandra 
( Anak ketiga dari 

Sumit.a Ch~dra). 
Tangerang No. 82/Pdt.G/J 997 /PN/ 
TNG tanggal 25 November 1997 
yang menyatakan Vera Juniarti ada­
lab pemilik sab atas tanah seluas 
87 .100 meter persegi dengan SHM 
No.5/Lemo tersebut. 

I 2 Maret 1982 danAJB Nomor 38/5/ 
VIII/ Teluknaga/1988, batal dan ti­
dak mempunyai kekuatan hukum. 
Namun putusan tersebut dibatalkan 
pada tingkat banding dimana Penga­
dilan Tinggi serta AJB 202 dan AJB 
38 dinyatakan sah dan mengikat. MA 
pada tingkat kasasi dan PK juga me-

"Sejak tahun 1988 sarnpai sekarang, 
almarhum Sumit.a Chandra maupun 
ahli warisnya tidak pemah menjual at.au 
mengalihkan kepemilikan tanah terse­
but," tegas Gora .. 

Anehnya, papar Gora pada tahun 
2015 ada preman-preman yang datang 
ke t.anah tersebut dan mengusir para pe-

Majelis hakim juga menyatakan 
AJB Nomor 202/12/1/1982 tanggal 

B1mtt1..aNI Emi 11. llei !124 



Sejak tahun 
1998 sampai 
sekarang, 

almarhum Sumita 
Chandra maupun 

ahli warisnya tidak 
pernah menjual 

atau mengalihkan 
kepemilikan tanah 

terse but,'' 

kerja tambak ikan bandeng milik Su­
mita Chandra. Selanjutnya, perusahaan 
property itu menguasi, menduduki, ta­
nal1 tersebut. 

Dalam penguasaan tanah, lanjut 
Gora, PT. MBM dan PT. Agung Sedayu 
mengklaim memiliki legal standing 
dari orang-orang yang mengaku seba­
gai ahli waris The Pit Nio berdasarkan 
Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 9 Maret 
2015, yang pada pokoknya memberikan 
kuasa kepada PT. MBM untuk mewa­
kili segala hal, urusan, tindakan atas ta­
nab tersebut. 

Pihak PT MBM dan PT. Agung Se­
dayujuga mengklaim penguasaan lahan 
didasarkan atas Surat Keputusan Bupati 
Tangerang No. 591/21-BP2T.2012 ten­
tang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT 
MBM untuk Keperluan Memperoleh 
Tanah Seluas 620.000 meter persegi 
guna kepentingan pembangunan peru­
mahan dan komersil. tanggal 28 Maret 
2012. Setelah SK Bupati Tangerang itu 
maka keluar pula Keputusan Kepala Di­
nas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang No. 
591/36-DPMPTSP/2019 Tentang lzin 
Lokasi Kepada PT. MBM, tanggal IO !a 

Mei 2019. 
"PT MBM atau PT. Agung Sedayu 

tidak memiliki legal standing mengua-

sai tanah tersebut pada tahun 2015 sam­
pai 3 Maret 2023, sehingga tindakan PT. 
MBM atau PT. Agung Sedayu tersebut 
melangar hukun1," ucap Gora. 

Sebab, lanjut Gora, sejak tahun 
1986, nama The Pit Nio telah dicoret 
dari SHM No.5/Lemo oleh karena jual 
beli kepada Chairil Wijaya. The Pit Nio 
bukan lagi sebagai pemilik tanah seluas 
87 .100 meter persegi itu, karena sejak 
1988 sampai saat ini, pemilik sah atas 
tanah tersebut adalah Sumita Chandra. 

"Tidak ada relevansinya antara The 
Pit Nio atau ahli warisnya dengan tanah 
itu. Oleh karenanya ahli waris The Pit 
Nio tidak berwenang memberikan ku­
asa kepada PT. MBM atau PT. Agung 
Sedayu untuk mengurus tanah terse­
but," ucap Gora. 

Kemudian, papar Gora, izin lokasi 
bukan rnerupakan bukti hak atas tanah, 
sehingga izin lokasi tidak dapat mem­
berikan hak kepada PT. MBM untuk 
menguasai tanah milik Sumi ta Chandra. 
"Serti fikat adalah bukti hak atas tanah, 
bukan izin lokasi. Sehingga tindakan PT 
MBM dan PT Agu.ng Sedayu yang me­
nguasai tanah rnilik Sumi ta Chandra ter­
sebut adalah tindakan yang tanpa hak 
dan melawan hukum" katanya. 

Setelah menguasi dan menguruk ta-

A Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

nah tersebut, PT MBM kemudian men­
jual dan memasarkannya ke publik, 
tanpa seizin atau sepengetahuan ahli 
waris Sumita Chandra. Padahal, kata 
Gora abli waris Sumita Chandra sudah 
melakukan pengecekan SHM No.5/ 
Lerno melalui PPAT Sukamto, pada 31 
Januari 2023, sehingga terbit penge­
cekan SHM No.5/Lerno dengan No. 
Berkas 19717 /2023 tanggal I Februari 
2023. 

Hasil pengecekan menyatakan: 
SHM No.5/Lemo masih tercatat atas 
nama Sumita Chandra; Sertifikat ini ti­
dak terdapat blokir; Sertiflkat ini tidak 
terdapat sita; Sertifikat ini tidak terda­
pat sengketa/konflik/perkara. 

"Perlu diketahui, sampai 2023, ahli 
waris Sumita Chandra lah yang mem­
bayar PBB tanah 87.100 meter persegi 
itu. Makanya PT MBM dan PT Agung 
Sedayu kita gugat perbuatan melawan 
hukum karena sudah menguasai dan 
menjual lahan tersebut ke publik," pun­
gkas Fajar Gora. 

Diketahui, perkara perbuatan mela­
wan hukum di PN Jakarta Utara dike­
tuai Harto Pancono dengan anggota 
Aloysius Prihartono Bayuaji dan Togi 
Pardede. 

• TIM KEADILAN 
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A Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono 

IMampukah Menteri AHY 
berantas mafia tanah? 
Pasalnya, definisi mafia 
tanah menurut ahli 
merupakan kejahatan 
pertanahan yang 
melibatkan sekelompok 
orang yang saling bekerja 
sama untuk memiliki 
ataupun menguasai tanah 
milik orang lain secara 
tidak sah. Para pelaku 
menggunakan cara-cara 
yang melanggar hukum 
yang dilakukan secara 
terencana, rapi, dan 
sistematis. 

IDJKEA1)fI,AN I EOISl 91, Mei 2024 

enteri Agraria dan 
Tata Ruang/Ke­
pala Sadan Perta­
nahan Nasional 
(ATR/BPN) Agus 

Hari1nurti Yudhoyono n1engaku men­
dapatkan banyak aduan terkait dengan 
mafia tanah di Indonesia, semenjak 
1nenge1nban a1nanah sebagai n1enteri. 

Ketua Urnun1 Partai Den1okrat yang 
biasa disapa AHY itu n1engatakan, per­
soalan 111afia tanah n1enjadi salah satu 
PR (pekerjaan rumah) besar yang ha­
rus diselesaikannya dalan1 jangka 
waktu 8 bulan n1asa jabatannya. Bah­
kan, di kantor-kantor pcrtanahan la­
poran n1afia tanah san1pai 1nenun1puk. 

"Mcn1ang kasus dan gugatannya 
banyak sekali (kasus 1nafia tanah). Luar 
biasa, saya baru rneninjau kantor be­
liau-beliau ini (Kakantah), nun1puk se-

1nua pak," kata AHY, usai Rapat Pra 
Operasi Pencegahan dan Penyelesaian 
Tindak Pidana Pertanahan di Hotel 
Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin 4 
Maret 2024. 

Bahkan, kata AHY, kini hand­
phone- nya juga ratnai n1enerima aduan 
tentang kasus n1afia tanah. Oleh karena 
itu, n,asalah n1endapat perhatian serius 
dari ATR/BPN . .. Wah ini dari mana­
mana se-Indonesia, yang masuk ke 
hand-phone saya itu juga banyak pak, 
yang terkait dengan mafia tanah ini," 

• uJamya. 
AHY juga optin1istis bahwa masa­

lah ini dapat terselesaikan melalui pe­
nguatan sinergi dan kolaborasi antar 
le1nbaga, tennasuk di antaranya mela­
lui Satgas Anti Mafia Tanah. Harapan­
nya, langkah ini bisa meningkatkan 
efektivitas penanganan. 



"Kementerian ATR BPN punya tu­
gas yang pen ting di mana kita memben­
tuk satgas anti mafia tanal1 yang tuju­
annya adalal1 untuk n1enyelesaikan 
berbagai kasus, berbagai format tem1a­
suk praktek-praktek kejahatan yang di­
lakukan oleh mafia tanah di seluruh In­
donesia," papar AHY. 

Menurutnya, keberadaan mafia ta-
11ah harus diberantas, apalagi mengi­
ngat dampak kerugiannya yang begitu 
besar terhadap 1nasyarakat dan negara. 
AHY pun merasa perlu berkoordinasi 
dengan Jaksa Agung dan Kapolri. 

"Ini menunjukkan keseriusan Ke­
me11terian ATR/BPN sama-sama de­
ngan stakeholders lainnya untuk mem­
bastni 1nafia tanah. lni sesuai juga yang 
menjadi arahan Pak Presidcn Joko Wi­
dodo kepada kami agar kita bisa 1nene­
gakkan keadilan alas tanah dan saya 
juga walaupun belum dua tninggu mcn­
jabat sebagai Mcnteri ATR/BPN ," san1-
bung AI-IY. 

Di san1ping itu, ATIUBPN juga 
aka11 terus n1clakukan evaluasi atas ka­
sus-kasus ,nafia tanah. l·larapannya, 
pada 2024 ini pihak11yajuga akan n1en­
catatkan prestasi scpcrti tahun 2023 di 
111a11a target penyelesaian 1nasalah 1na­
fia tanah bisa 111elan1paui target. 

"Mudal1-n1udahan tahun 2024 ini, 
apalagi kalau nanti diperkuat oleh sis­
ten1 yang lebil1 capable, jutnlahnya 
juga lebih 1nencukupi karena 111e111ang 
kasus da11 gugatannya banyak sekali," 
papar AI-IY. 

Sebelu111nya, AHY juga n1engata­
kan kasus penyerobotan lahan oleh n1a­
fia menjadi tantangan terbesar bagi in­
stansi yang sedang ia pin1pin saat ini. 

"Jadi di sil1ilah yang n1enjadi tan­
ta11ga11 terbesar bagi Ke111enterian ATR 
bagai111ana ka111i bisa secara uttth, tentu 
bukar1 juga terbun1-buru, tetapi secara 
ut\1'1 111elihat pen11asalahan sengketa, 
tcn11asuk juga kasus yang disebabka11 
olel1 111afia tanah yang n1erugikan rak­
yat," kata AI-IY, saat berkunjung ke ke­
dian1an Wakil Presiden RI Ma 'ruf 
A111i11 di Jakarta, Sabtu 1 Maret 2024. 

Diproses, dan 
dihukum dengan 

putusan dokumen 
palsu, tapi 

dokumennya 
dikembalikan lagi 

kepada terpidana.'' 

Menurut dia, isu terkait 
mafia tanah menjadi sa­
lal1 satu topik pembica­
raannya dengan Ma 'ruf 
Amin, sclain terkait 
urusan pertanahan ag- .., 

;i: raria dan tata n1ang. ~ 
i::: 

"Bahkan tadi saya catat ~ -secara langsung bebe- ~ 

• ••• ••• ••• , ' •• ... 
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I I I I 

rapa saat yang lalu ada .A Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA., Guru Besar llmu Kriminologi Universitas 
\Varga yang n1elaporkan ....... !~~.~.~.:.~~~: ....................................................................................................... . 
111cngadu kepada bapak 
\Vapres tcntang tanah diserobot oleh 
orang lain, discbul oleh pengembang 
dan akhin1ya nasibnya tidak n1enentu, 
kasihan padahal ini rak-yat kecil," 
ucapnya. 

AHY n1engatakan praktik penyero­
botan lahan serta upaya mela,van tcr­
hadap hukum perlu ditindak secara te­
gas, termasuk keberpihakan pemerin­
tah kepada rakyat yang menjadi korban 
dari tindakan tersebut. 

"Kalau ada rakyat berhadapan de­
ngan rnafia tanah, sudah pasti Kemen­
terian ATR akan berpihak pada rakyat, 
akan membela rakyat kecil," tegasnya. 

"Jangan sampai hak mereka diin­
jak, apalagi masyarakat rentan banyak 
juga, misalnya yang sudah pensiun itu 
yang rakyat kecil dipermainkan dan 
kita tidak akan membiarkan itu ter­
jadi," sambung AHY. 

AHY dilantik Presiden Joko \1/i­
dodo menjadi Menteri ATR/BPN 
menggantikan posisi Hadi Tjahjanto 
yang digeser menjadi Menteri Koordi-

nator Bidang Politik, 1-lukum, dan 
Kea1nanan di lstana Negara, Rabu 21 
Februari 2024. Pasca pelantikan, 
putra sulung Presiden keenam RI, 
Susilo Bambang Yudhoyono itu ber­
janji memberantas mafia tanah. 

DEFINISI DAN MODUS MAFIA TANAH 
Kriminolog Universitas Indonesia 

Prof Muhammad Mustofa meragukan 
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti 
Yudhoyono mampu memberantas ma­
fia tanah, karena masalah petanahan sa­
ngat kompleks. 

"Paling yang bisa dilakukan men­
teri l1anya di lingkungan ATR/BPN 
saja, seperti menga,vasi penerbitan ser­
tifikat dan lain sebagainya. Tapi yang 
betul-betul bekerja mafia tanah dengan 
rnenggunakan mekanisme sistem hu­
ku1n, 1nemperoleh sertifikat tanah de­
ngan memalsukan dokumen," kata 
Mustofa, Rabu 6 Maret 2024. 

Sebab, menurut Mustofa, ok­
num-oknum pengadilan juga banyak 
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terlibat mafia tanah. Sedangktin Men­
ter1 ATR/BP udak punya kc,vc­
nangan untuk membcrantas mafin to­
noh yang di pcngad,hm. Jad1 hnrus me­
I 1bJ tknn emua scktor yaog berhu­
bungnn dengan penguru_san er11ftkat 
mula1 dar, poli i. not.aris. BPN. dan 
pengad1lnn. 

·•rtu cniuanyn l1nru d1gercbck lah. 
Omng-omng yang n1enggunak.in do­
kurncn palsu 1lu atu Janngan organi­
zed crime Bnhkan sering kaJi pcnga­
d1lnn sudah tahu in, alah, tetap saja di­
benkan kesempatan untuk berperlcam. 
Bahka.n bckc,rjasama ( dengan mafia ta­
nah), •· tegas ~1ustofa. 

Guru Bcsar I ln1u Me­
todc dalam Knm1no­
log1 pada Fakulta llmu 
Sostal dan llmu Poliuk UI 
llu menjel:iskan, dinnya 
pcmah men~o1ukan knsus 
mengklaim tanah dengan 
dokumen palsu. Naniun, 
ket1ka ada yang tnhu 
bah,\la dokumen 1tu aknn 
dipe'l_.runaknn dan n1eru­
giknn seseomng, dilapor­
knn ke polisi. ..Diproses. 
dan d1hukurn dengnn pu­
tusan dokumcn palsu, tapi 

poh,u karena poli I bek:erJa berda ·ar­
kan ko u . "Ado lapomn tetop1 akar 
masnlab ntnu orgon1 as1nyt:1 llu cnggak 
akan 1erbongk11r," UJamyn 

Mcnurut Mu tofn, mafia tanah 1tu 
n1erupakon pekulan dengan 1ne1nbclt 
tanah dengan. harga mumh untuk d1ja­
dika11 proyek, lalu d1jual dengan harga 
t1nggi. Kemudian, 1ncmalsukan doku­
men untuk memperoleh ert1fikat hak 
atas tanah, b1sa Juga penycrobotan ta• 
nnh m1lik orang yang 111enyebabkan 
orang harus berpcrkam d1 pengad1lan. 

.. Inti sari (n1afia tanah) adnlah ba­
gain1ana n1emperoleh tannh sccarn t1-

dokumennyn d1kembal1- A llustrasi mafiatanah 
kan lagi kepodn lerpidann. 
Int kan cnggak benar. Haru nya disita 
oleh negarn uotuk dimusnahkan, 1n1 
malah d1kembalikan lagi. Keputusan 
pengadilannyn sepert1 itu,'· ujamya. 

Mcnurut Mustofa~ di pengadilan 
justru poling banynk dipergurukan 
(mafia tanal1) sepert1 menggugnt, do­
kum.en palsu. bisa juga memaJsukan 
JUal beli sepert1 yang dialami mnntan 
Wak1l MenJeri Luar Negeri Dino PattJ 
DjalaJ. 

Tcrkai1 pcmbcntuknn satgas anu 
mafi.1 tanah di sejumlab inst.ansi. 
Mustofa juga meragukan efektifitas­
nyu karena mnsing-musing bekcrja me­
nurut ruang lingkupnya sendin. Polisi. 
knta d1a, linnya brsa menangkap orang 
y3og membcri dnn membuat dokumen 

dak sah atau melanggar hukum dan me­
rug,kan orang lain yang berhak atas ta­
nah 1lu.'' tegas Mustofa. 

Repotnya lag,i , sambung Mustofa. 
kalausudah menggunakanjalurhukum 
dengan menggunakan dokumen paJsu, 
orang yang asli pemilik, justru bisa d1-
salahkan malah dipidaoakan . .. lni kan 
cclakn. Apalagi hukum mcngatakan 
bahv.•a keputusan pengadilan harus di­
anggap bennr. Nah, itu lah ruang ma­
suk para mafia untuk mengakaJi proses 
kepen1ilikan tanah''. 

Mafia tanah itu1 srunbung Mustofa, 
bisa saja oknum pcjabat ATR/BPN j1ka 
berhubung.an dengan seniftk.at. KaJau 
landasannya bcrdasarkan pcngadilan, 
bisa ok-num d1 pcngadilan. Bisa juga di 

- ---

kepolis1an j ika mcnynngkut pcmalsua_n 
urat. "Jadi sen1ua oknum-oknu1n di 

BPN, pengadilan, dan notans itu semua 
Jaringnn-Jaringan mafia." Jelasnya. 

Sedangkan terka1t n1odus mafia ta­
nah, Mustofa n1engntakan sangat bera­
gnm. Modu yang paling sering dilaku­
kan adnlah mempcrkarokan eseomng 
dengan n1enggunakan dokumen pa.lsu. 
Misalnya. n1enggugnt snlah satu p1bak 
kcmud1an diatur agar surat panggilan 
gugatan itu t1dak d1terima oleb te11,~­
gat atas kepulusan sena n1ena. 

..Jad1 pcmilik sah tidak mengert1 ada 
gugatan d1 pcngadilan, kalau tcrgugat 

itu t1dak hadir maka peng­
ad1lan lang ung mengam­
bil keputusan perkara itu. 
Mereka (n1afia tanah) Jugn 
kerjasama dengan peme­
nnta.h daerah yang punya 
ke\\'8J1ban untuk menye­
ra.hkan sumt pangg,lan di 
persidangan," beber 
Mustofa. 

Mustofa Juga menye­
salkan lcmahnya penga­
v.•asan terhadap pcnga­
dilan terka1t mnfia tanah. 
Dalam bcbernpa kasus, 
kata dia, ada orang sudah 
mclapor tanahnya disero-
bol, pclakunya dipidana. 

Tctap1. untuk memiliki tanahoya kem­
bah din hnrus melakukan gugatan pcr­
data. 

·'Nab, kalau gugatan perdata me­
nang tetapi pada wo.ktu dicksekus1, 
orang yang tadtnya sebagai tergugat 
meogajukan gugatan lagi untuk kasus 
yang sama, peogadilan menerima saja. 
Padahal, dia (pengndilan) tabu gugatan 
sebelumnya scdang dieksekus1," ucap 
Mustofa. 

Untuk n1embcrantas mafia tannh, 
kata Mustofa, baoyak hal yang harus 
dilakukan, knrena bcrhubungan de­
ngan keadann yang tidak normal. "Hu­
kumnya rjdak nonnnl, aparatnya tidak 
normal, masyarakatnya juga aakaJ. Ka­
i au mau serius (membcrantas mafia ta-



nal1), tidak ha11ya 1ne111bentuk satgas. 
Harus ada bada11 (le111baga) yang be­
tul-betul kuat untt1k 1ne11gidentifikasi 
111asalal1 ya11g 1nelibatka11 karena se-
111ua sektor seperti DPR, DPllD, 
pen1da, len1baga perta11al1an, penga­
dilan ," papamya. 

Wacana pe111bentukan J)engadilan 
khusus pertanal1an, lanjut Mt1stofa, 
juga belun1 tentu ma1npu 1ne11yelesai­
kan masalah pertanahan jika yang 
mengawasi tida.k jujur. 

Awalnya dari 
pihak kelurahan. 

Ketika sudah di BPN, 
sertifikat yang 

dipalsukan, sertifikat 
ganda, itu kan 

modus-modusnya,'' 

Mustofa berpesan, untuk membe­
rantas mafia tanah, Menteri AHY harus 
bekerjasama dengan lembaga pera­
dilan, karena paling susah ditembus 
oleh eksekutif. 

Kemudian, memperbaiki peraturan 
perundang-undangan terkait kepemi­
likan tanah. Sebab, ada juga orang me­
miliki tanah yang luas, tapi tidak punya 
uang mengurus kepemilikan tanahnya, 
akhimya terlantar dan dijarah orang 
lain. 

Sementara itu, Peneliti Pusat Anali­
sis Keparlemenan Badan Keahlian De­
wan Setjen DPR RI Sulasi Rongiyati, 
S.H., M.H menegaskan, mafia tanah 
adalah suatu kejahatan di mana seseo­
rang yang tidak berhak atas tanah tetapi 
berusaha menguasainya tanpa legalitas. 
Dan dilakukan dengan berbagai modus. 

Cara kerja mafia tanah, kata Sulasi, 
dilakukan sangat massif, terstruktur 
dan terorganisir. Bahkan mafia tanah 

/ 

• Peneliti Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI Sulasi Rongiyati 

sudah masuk dalam kategori kejahatan 
yang luar biasa, sehingga memberan­
tas mafia tanah memerlukan usaha 
yang sangat besar. 

"Kita punya Satgas Anti Mafia Ta­
nah. Faktanya sampai sekarang (mafia 
tanah) masih merajalela . Kejahatan ini 
tidak bisa diberantas hanya satu sisi. 
Tapi harus kerjasama antara pemangku 
kepentingan dan stakeholder terkait," 
ujar Sulasi kepada KEA.DILAN, Ka­
mis, 7 Maret 2024. 

Sulasi menegaskan, para mafia ta­
nah selalu melibatkan oknum-oknum 
dari kelurahan atau desa, BPN, aparat 
kepolisian, notaris peradilan, bahkan 
oknum TNI. 

"Sejatinya, lembaga tersebut ber­
sinergi menggebuk mafia tanah. Mes­
kipun dibuat segudang aturan yang ke­
tat untuk membatasi atau menghalangi 
mafia tanah supaya tidak bergerak, te­
tapi kalau tidak ada kemauan akan 
menjadi sia-sia. Tidak hanya regulasi, 
tetapi harus ada political will untuk 
sama-sama punya keinginan untuk 
menghapus mafia tanah ini," tegasnya. 

Dalam menjalankan aksi11ya, papar 

Sulasi, mafia tanah selalu mengguna­
kan cara penipuan dan pemalsuan. Para 
mafia memalsukan dokumen mulai 
dari tingkat kelurahan hingga tingkat 
kementerian. "Awalnya dari pihak ke­
lurahan. Ketika sudah di BPN, sertifi­
kat yang dipalsukan, sertifikat ganda, 
itu kan modus-modusnya," katanya. 

Sulasi pun ragu kalau AHY, seba­
gai Menteri ATR/BPN yang baru 
mampu menggebuk mafia tanah. Se­
bab, lanjut Sulasi, Hadi Tjahjanto yang 
mantan Panglima TNI saja tidak 
mampu memberantas mafia tanah saat 
megemban amanat sebagai Menteri 
ATR/BPN. 

"Kalau dia bergerak sendiri tanpa 
dukungan enggak mungkin. Buktinya 
mantan Panglima TNI saja enggak 
bisa. Kalau yang diawasi secara ketat 
hanya staf ATR/BPN, tetapi kepolisian, 
pengadilan, kelurahan tingkat hingga 
oknum aparat desa yang paling bawah 
tidak diawasi, saya tidak yakin 
(mampu). Ini soal moral. Mentalitas 
atau tanggungjawab moral harus ada," 
pungkas Sulasi. 
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